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PUTUSAN
Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Rgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bojo Negoro, 30 Juni
1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di
XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX,
domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pematang Jereng,
18 Februari 2001 (umur 23 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Ilbu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang
Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau nomor

telepon XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang diajukan melalui Sistem
Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 19 November 2024 dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 644/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 19
November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu

Tanggal 02 September 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1445
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yang dicatat oleh KUA Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal
04 September 2023 yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Perumahan
Kopel yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Provinsi
Riau, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, hingga berpisah;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda (cerai mati),
sedangkan Termohon berstatus Janda (cerai hidup);

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
berhubungan badan (ba’da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri
namun belum di karuniai seorang anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2023 rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena antara lain:

a. Bahwa Termohon sulit untuk di nasehati oleh Pemohon;

b. Bahwa Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri;

c. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang
suami;

d. Bahwa Termohon tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung
pada keluarga besar Termohon;

6. Bahwa percekcokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan
memuncak pada bulan Desember tahun 2023 yang menyebabkan antara
lain:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan
Desember tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Perumahan
Kopel karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat di
selesaikan. Saat ini, Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua
Pemohon yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Sedangkan Termohon tinggal di

rumah kediaman orang tua Termohon vyang beralamat di
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XXXXX,Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau (dekat jembatan sebelum Sungai Lahai);

b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir
maupun bathin sejak akhir bulan Desember tahun 2023;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik
dan tidak saling memedulikan lagi;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga
Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi
untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut
rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan
lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga
lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang
terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
berdasar hukum untuk dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan gaji
dan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000/ bulan.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
644/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 20 November 2024 dan 09 Desember 2024
yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas
Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah
benar;

Bahwa, Hakim juga telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil,
Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon
tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut;

Bahwa, karena perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan
(SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur
terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara a quo

dilakukan secara elektronik (e-litigasi);
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Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum,
dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama
XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 Juli
2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang
aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 Juli 2021, Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan
paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan
Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tanggal 04 September 2023.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI 1: XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai Kepala Desa Tempat Pemohon
Tinggal dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
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- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah
pada tahun 2023 di KUA Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama,;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak bulan Oktober tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi
mengetahui dari pengaduan Tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon; Termohon
tidak bisa bertanggungjawab sebagai seorang istri; Termohon
tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami; dan
Termohon tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung pada
keluarga besar Termohon.;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai
dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan
sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan tidak ada harapan

dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
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2. SAKSI 2: XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon dan
bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama
Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

— Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tahun 2023 di KUA Batang
Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

— Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon
belum dikaruniai anak.;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama,;

— Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2023 yang mengakibatkan
antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan
Desember tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama
berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi
dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami
istri;

— Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1
(satu) kali;

— Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sulit untuk
dinasehati oleh Pemohon; Termohon tidak bisa bertanggungjawab
sebagai seorang istri; Termohon tidak bisa menghargai Pemohon
sebagai seorang suami; dan Termohon tidak mampu hidup
mandiri dan masih bergantung pada keluarga besar Termohon.;

— Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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— Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon karena tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan rumah
tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam berta acara sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang
merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon
berdomisili di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga
pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena
itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Pemohon
mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat
perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini,
dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai
pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam

perkara a quo (persona standi in judicio);
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Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui sistem
informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui
relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf
(a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan
tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai dengan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
secara Elektronik, atas panggilan tersebut Termohon tidak pernah datang
menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor
644/Pdt.G/2024/PA.Rgt, yang telah dibacakan di muka sidang, maka Termohon
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan
Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah
datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berusaha
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mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon di setiap persidangan untuk
tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftar melalui sistem Informasi
Pengadilan (SIP) dan Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban,
serta prosedur terkait persidangan secara elektronik. Oleh karena itu proses
persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi) sesuai
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di
atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan
Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober tahun 2023
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon, puncaknya sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon
dengan Termohon pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan
lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon a quo, Hakim
menilai bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan
Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon
menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon karena alasan perceraian
menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan
Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya
dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon

tentang hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon tetap harus dibuktikan;
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Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii permohonan Pemohon karena
tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang
mempunyai sifat khusus (lex specialis), maka kepada Pemohon tetap dibebani
pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta keterangan
pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan
Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut
sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 KUHPerdata dan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing
bernama XXXXX dan XXXXX. Atas bukti-bukti tersebut, Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik
sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri
Pemohon benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas
nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik
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sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon
dan Termohon diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan
suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,
bermeterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata juncto Pasal 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sejak tanggal 02 September 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan
2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan
Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,
berakal sehat, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, sebelum
memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua
saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah
memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara
langsung menjelaskan sebagai berikut:

— Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang
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perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan
Termohon selama berumah tangga, anak yang lahir dari pernikahan
Pemohon dan Termohon;

— Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak bulan Oktober
tahun 2023 lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit untuk dinasehati oleh
Pemohon; Termohon tidak bisa bertanggungjawab sebagai seorang istri;
Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami; dan
Termohon tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung pada keluarga
besar Termohon.

— Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang
keadaan Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak lebih dari 1
(satu) tahun yang lalu, Termohon pergi dari kediaman bersama, sehingga
sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;

— Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang
kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk
dipersatukan kembali;

— Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon sudah
adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai, keterangan-keterangan saksi-saksi
tersebut diperoleh dari pengalaman yang dialami, didengar dan dilihat sendiri,
bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak
bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dall permohonan
Pemohon, maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam
Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan
Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat

pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Hakim berpendapat alat
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bukti yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan
sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir
permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, serta alat-alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang
sah, menikah pada tanggal 02 September 2023 dan sampai saat ini
belum bercerai;

2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan belum
dikaruniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon tidak rukun dan harmonis
sejak bulan Oktober tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

4. Bahwa sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman
bersama dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak
lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa usaha damai dari keluarga, dan melalui Hakim di persidangan
telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon
sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang
merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak
saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan
Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu,
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pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon dalam kondisi demikian, Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin
lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan
kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi
jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan pula
dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Mar’atu baina al Fighi Wa
al-Qanuni, karya Dr. Musthafa As Siba’i yang diambil alih menjadi pendapat
Hakim yang berbunyi:

A i &l e e lls 3 Lalae g) 33l g (BLASN aa agBLSY dga g 3 SLadl ol
g1 13 Gl (S5 Laga g Gmaiai Uie (s laial (3 AY 5 agS sl g 2Y 4V
Jad G 0 Ouda G A 1) A8 Sladl (5 O uall (e 48 Lgdlp) S ) ke
Ay ¢ Aplalall das aag allad AT IS 58 Lagia 2l g JSI ey )

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan
menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan
perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua
orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun
sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau
patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik
adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri
ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka
pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu
diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat
dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi:

e ddaw dd S8 33l 1 ga5e Gl

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah: 227);
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Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga
yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan
menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan
memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak
madlarat sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling
meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal
Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada
mendapatkan kemaslahatan sebagaiman kaidah ushul fikin yang berbunyi
sebagai berikut:

adliadll s fa 51 austiall & 5
Artinya: “Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan
kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara
Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi
tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha
menasehati agar Pemohon berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk
ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun
Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Hakim
berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk
dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya
sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam
kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan dan pertengkaran yang
terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil
merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah
tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu
suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua
belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon yang demikian itu telah menjadikan berbagai
fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu
adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling
melindungi tidak terpenuhi lagi,

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa antara Pemohon
dan Termohon telah pisah dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan
lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan
damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah
mawaddah dan rahmah, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih
terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri
sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi
Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf
(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai
dasar hukum dalam perkara a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan antara
Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon
terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat

mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon
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untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang

Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari
talak raj’i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut, maka
Termohon selaku istri masa iddahnya selama 3 (tiga) kali suci atau
sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak penjatuhan talak (ikrar talak) Pemohon di
hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat, dan bagi yang dalam kondisi
hamil masa iddahnya setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Rengat;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
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Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Saya
Muzakir, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 ttanggal 29 Oktober
2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.l., M.H sebagai
Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Tunggal
Ttd
Muzakir, S.H.l., M.H.
Panitera Sidang
Ttd
Jefi Efrianti, S.H.l., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses 4 Rp. 80.000,00
3. Panggilan : Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



